
 

 

 

 

 
 

BUPATI WONOSOBO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

NOMOR 18 TAHUN 2024 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG 

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamalan nilai-nilai pancasila 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah perlu 

memberikan rasa keadilan bagi pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja; 

  b.  bahwa untuk meningkatkat dedikasi, loyalitas dan 

integritas serta nilai-nilai kepatuhan maka, maka perlu 

merubah  Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 

tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

33 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah 

Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang  

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6573); 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 



  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 
 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG 

DISIPLIN PEGAWAI  PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN 

KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

WONOSOBO. 

 

Pasal I 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 

tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2022 Nomor 33) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 

huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a, Pasal 5 huruf b, dan/atau Pasal 

5 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja 

dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13. 

(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Sedang berupa: 

a. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) 

bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara 

kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja 

dalam 1 (satu) tahun; 

b. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 

(sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 

16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 

c. pemotongan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua 

belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 

secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 

(dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 8 dan/atau Pasal 9 ayat (1) dikenai Sanksi Hukuman Disiplin 

Sedang berupa pemotongan gaji sebesar 25% (lima puluh persen) selama 

12 (dua belas) bulan. 

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a, Pasal 4 huruf b, Pasal 4 huruf c, Pasal 4 huruf d, Pasal 4 
huruf e, Pasal 4 huruf f, Pasal 4 huruf g, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 huruf a, 
Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, dan/atau Pasal 5 huruf g apabila 



pelanggaran berdampak negatif pada negara dikenai sanksi Hukuman 

Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. 
(2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa:  

a. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang 
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 

(dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja 
dalam 1 (satu) tahun; 

b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak 

atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa 
alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai 

dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; 
c.  pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat 

sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 

sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau 
lebih dalam 1 (satu) tahun; dan 

d. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat 

sebagai PPPK bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang 
sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari. 

(3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 dikenai Sanksi Hukuman Disiplin Berat berupa pemotongan gaji 
sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan. 

 
Pasal II 

1. Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini 

dan masih dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin, maka berlaku 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

  

  Ditetapkan di Wonosobo  
  pada tanggal 17 September 2024 

BUPATI WONOSOBO, 
 

           ttd 
 
AFIF NURHIDAYAT 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal 18 September 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,  

 
           ttd 

 
ONE ANDANG WARDOYO 
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 19 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo 
 
 

 
 

M Nurwahid, S.H 

NIP.197211101998031013 
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